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BULAN dukacita, begitu banyak

disebut akhir-akhir ini.  Begitu banyak

kerabat, sahabat dan handai taulan

yang berpulang di antaranya ‘tumbang’

akibat terpapar Covid-19. Dan   Kamis

(5/8) dinihari wafat pula Ibu Ir Dra

Larasati Suliantoro Sulaiman. Khala-

yak mengenang sosok kelahiran 27

November 1934  sebagai Tokoh Kebu-

dayaan yang bermakna sangat luas.

Terlahir dari keluarga berada yang

sangat mempedulikan  pendidikan, pu-

tri pasangan Sayoto Sastrowardoyo dan

Hartatik ini  tumbuh menjadi sosok

perempuan  berwawasan luas.  Me-

miliki akses dan koneksi ke pelbagai

kegiatan untuk berkiprah mening-

katkan kulitas kehidupan masyarakat.

Suatu kesempatan dan niat yang ‘lang-

ka ‘  di zaman beliau. Pada zamannya,

anak perempuan, lebih banyak yang

memilih duduk manis berdiam di

sangkar emas. Nyaman menjadi ‘ny-

onya besar’ dari seorang laki-laki kaya.

Tahun 1985,  ‘kami’ berbarengan

wisuda sarjana dari Universitas Gadjah

Mada.  Beliau tampil di mimbar pidato

menjadi  wakil wisudawan, karena

berhasil meraih ‘sarjana kedua’ . Yang

pertama dari Fakultas Teknolog

Pertanian kemudian Sarjana Ilmu

Filsafat. Dalam pidatonya, terinspirasi

perjuangan RA Kartini,  Larasati meng-

ajak semua perempuan untuk belajar

seumur hidup, jangan menutup pintu

bersekolah hanya karena faktor usia. 

Kita kehilangan  salah satu tokoh

perempuan sekaligus perempuan tokoh,

insprator untuk banyak bidang khusus-

nya bidang ‘berkebudayaan’.   Dari

sekian hal yang  dicatat dalam  ‘daftar

panjang  biografi’ ,  yang acap luput di-

sampaikan adalah  Ibu Larasati meru-

pakan tokoh peletak dasar keadilan dan

kesetaraaan  jender dan  selalu lantang

membongkar  ketimpangan jender aki-

bat budaya. Kemudian menyuarakan

konstruksi baru  kehidupan yang setara

dan adil jender, yang hanya akan

berhasil jika perempuan mampu

mandiri ekonomi serta partisipasi laki-

laki memberi ruang dan waktu.

Sebelum teori  adil dan setara jender

banyak dikaji secara Barat (modern),

beliau mengemukakan bukti kebu-

dayaan Nusantara telah memberi ru-

ang pada setara dan adil jender melalui

hegemoni androgini. Yakni, kesadaran

budaya bahwa sebenarnya perempuan

dapat menjalankan tugas budaya laki-

laki dan sebaliknya laki-laki dapat

melakukan tugas budaya perempuan.

Hal yang membedakan adalah per-

soalan given atau taken of granted yakni

sesuatu kodrat alam dalam perwujudan

biologis. 

‘Virus jender’ selalu disampaikan da-

lam perbagai hal secara konkret

dalam pelbagai jejaring. Tidak

hanya pada seminar atau kon-

gres formal, tetapi juga ketika

berada di tengah masyarakat di

pelosok pedesaan. Kalangan

wartawan mendapat prioritas

untuk selalu  ‘melekat’ dalam

kegiatannya.  Jauh hari, beliau

telah menyadari peran media

massa sebagai saluran informasi

dan  pencerdas bangsa. Tanpa

media massa yang beretika dan

berestetika, masyarakat sulit

mencapai kemajuan kualitas ke-

hidupan.      

Budaya Lokal

Ibu Larasati begitu kuat berse-

limut kebudayaan Nusantara.

Istilah ‘glokalisasi’ beliau

gemakan sebagai ‘ajaran’ menghadapi

globalisasi melalui melalui penguatan

lokalitas. Karena suatu bangsa hanya

akan tetap eksis dari kuatnya arus glo-

balisasi, jika kuat mampu memahami

dan bertahan pada budaya lokal. Ibu

Sul menunjuk pada sikap perilaku,

makanan, busana dan bahasa. Selalu

konsisten pada busana batik dan

menyanggul rambut, misalnya, meski

sedang di luar negeri.  

Tidak sedikit kalangan yang

menyindir idealisme  beliau lahir kare-

na selalu berada dalam ‘keserba-adaan’.

Barangkali memang demikianlah

takdir beliau, hidup dalam kemudahan

fasilitas. Banyak pula insan yang

beroleh kanugerahan seperti beliau,

bahkan mungkin lebih. Tetapi sedikit

saja  yang ‘mau’ dan ‘mampu’ berbuat

banyak serta menjaga komitmen dan

konsisten dalam berpijak pada kebu-

dayaan.  ❑

*) Dra Esti Susilarti MPd MPar,

Sekretaris ‘Kamala Nusantara’

Yogyakarta

AKM Bukan Pengganti UN

Esti Susilarti

Libur 1 Muharam digeser 11 Agustus.

-- Meski di kalender yang merah

tanggal 10.

***

Bantuan kuota belajar, digelontorkan

Rp 2,3 T.

-- Harus sampai sasaran yang tepat.

***

Pasien terpapar Covid-19 jangan diku-

cilkan.

-- Mesti diberi ’support’ moral dan

material.

Tokoh Androgini itu Telah Berpulang
(in memoriam Ir Dra Larasati Suliantoro)

ASESMEN Kompetensi Minimum

(AKM) direncanakan diselenggarakan

pada September-Oktober 2021.  Saat ini

sudah memasuki tahap validasi data ca-

lon peserta. Pemahaman substansi AKM

masih belum baik. Ada yang berpendapat

AKM sama dengan Ujian Nasional (UN).

Bahkan ada yang menafsirkan bahwa

AKM sebagai pengganti UN.

Kekeliruan menafsirkan AKM sebagai

pengganti UN dan AKM sama dengan

UN akan berdampak kurang baik bagi

dunia pendidikan. Pengambilan keputus-

an kebijakan pendidikan nasional

yang tidak tepat akan kembali terjadi

jika konsep AKM salah makna.

Komersialisasi 

Tekanan psikologis yang dirasakan

murid, orang tua murid, guru, dan

kepala sekolah yang selama ini me-

lekat pada UN masih mewarnai persi-

apan pelaksanaan AKM. Dampak lan-

jutannya, menghadapi AKM tidak

ubahnya menghadapi UN. Komer-

sialisasi AKM dengan merebaknya

penjualan naskah kumpulan soal

AKM sangat massif. Bimbingan bela-

jar menghadapi AKM mulai tumbuh

dan berkembang. Potensi munculnya

potret buruk UN terkait pendidikan

karakter akan menjadi warna pekat

AKM. Kecurangan, ketidakjujuran,

praktik contek massal, dan kebocoran

kunci jawaban akan kembali menjadi

pandemi pendidikan nasional.

AKM tidak lagi mengevaluasi capaian

hasil belajar murid secara individu seba-

gaimana UN. AKM mengevaluasi dan

memetakan sistem pendidikan secara

komprehensif baik berupa input, proses,

dan hasilnya. Konsep dasar AKM ialah

mengukur kompetensi mendasar murid

dalam rangka pemetaan mutu pen-

didikan. 

Literasi dan numerasi adalah kompe-

tensi yang sifatnya general. Kemampuan

berpikir tentang dan dengan, bahasa (lit-

erasi) serta matematika (numerasi)

diperlukan dalam berbagai konteks, baik

personal, sosial, maupun profesional.

Mengukur kompetensi yang bersifat

mendasar dan bukan konten kurikulum

atau mata pelajaran dikandung maksud

agar guru berinovasi mengembangkan

kompetensi literasi dan numerasi murid.

Kompetensi literasi dan numerasi sa-

lah kaprah dimaknai sebagai kemam-

puan berbahasa dan matematika.

Kompetensi literasi tidak hanya kemam-

puan berbahasa dan kompetensi nu-

merasi tidak hanya kemampuan mate-

matika. Literasi bukan hanya kemam-

puan membaca tetapi kemampuan men-

ganalisis suatu bacaan dan memahami

konsep di balik tulisan. Sedangkan kom-

petensi numerasi berarti kemampuan

menganalisis menggunakan angka.

Pendangkalan makna kompetensi lite-

rasi dan numerasi sebagai kemampuan

berbahasa dan matematika mengarah-

kan cara berpikir kedalam jebakan ko-

tak-kotak matapelajaran. Akibatnya, ma-

ta pelajaran tertentu dianggap lebih pen-

ting dari mata pelajaran yang lain.

Jebakan itu diantaranya, selain mata

pelajaran bahasa dan matematika tidak

penting. Pada hal, fokusnya pada kompe-

tensi berpikir secara literasi dan nu-

merasi. 

Prestasi Akademik

Kompetensi berpikir itu tidak sekadar

mencerminkan prestasi akademik mata

pelajaran bahasa dan matematika,

melainkan dikembangkan melalui berba-

gai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS,

kewarganegaraan, agama, seni, dan se-

bagainya. Pesan ini penting dipahami un-

tuk meminimalkan risiko penyempitan

kurikulum yang mengarah pada mat-

apelajaran bahasa dan matematika.

Jika UN untuk mengukur capaian

hasil belajar secara akademik, AKM

untuk keperluan diagnosis. Guru

menafsirkan capaian kompetensi lit-

erasi dan numerasi untuk mendiagno-

sis pembelajaran. Sebagaimana mak-

sud diagnostik pada umumnya, arah-

nya pada perbaikan dan peningkatan

mutu proses pembelajaran. Guru me-

nerapkan teaching at the right level ser-

ta fokus membangun kompetensi serta

karakter murid setelah kompetensi lit-

erasi dan numerasi terpetakan. AKM

tidak harus diikuti seluruh murid se-

cara populatif, cukup sampling pada

setiap satuan pendidikan.

Tidak perlu berlebihan menyikapi

AKM. AKM bukan ajang adu gengsi,

reputasi, dan harga diri. Fungsinya un-

tuk membantu satuan pendidikan

memperbaiki performa layanan pen-

didikan. Menyikapi AKM secara natural

dan apa adanya jauh lebih bermakna.  ❑

*) Ki Sugeng Subagya,  Dewan

Pakar PGRI DIY

Ki Sugeng Subagya
Isoman Tak Lapor, Kenapa?

PADA head line atau berita kepala

halaman 1 koran ini kemarin dilaporkan,

banyak warga isoman tak lapor

Puskesmas. Di halaman lain juga diberi-

takan, angka kematian akibat Covid-19

di Bantul cukup tinggi, salah satu penye-

babnya adalah warga lebih memilih iso-

man daripada dirawat di shelter.

Inilah salah satu potret realitas sebe-

narnya yang terjadi di masyarakat saat

ini. Tentu, lantas kita mesti berpikir, ke-

napa semua itu bisa terjadi? Di mana

letak kesalahannya? Apakah terkait

ketersediaan shelter, layanan para petu-

gas Puskesmas, ketidaktahuan masya-

rakat, atau hal-hal lain yang tentu lebih

banyak lagi alasan atau latar be-

lakangnya. Tentu masing-masing kasus

mempunyai implikasi sendiri-sendiri.

Sebenarnya sudah disosialisasikan

melalui berbagai kesempatan, langkah

pertama yang harus dilakukan setelah

dinyatakan positif, hasil swab antigen

maupun PCR, harus segera lapor

Puskesmas. Selain untuk pendataan ju-

ga menyangkut penanganan lebih lan-

jut. Hanya saja bagaimana langkah

petugas setelah mendapat laporan,

apakah sekedar mencatat saja dan

setelah 14 hari kemudian mengeluarkan

surat sudah selesai isoman, langsung

ditindaklanjuti, responsnya lambat, atau

lainnya.

Menurut berbagai informasi yang

berkembang di masyarakat, khususnya

dari mereka yang sudah selesai isoman,

respons pihak petugas Puskesmas

bermacam-macam. Ada yang cepat,

ada juga yang laporan awal direspons

tetapi selanjutnya ketika pasien

bertanya tidak ada jawaban, ada juga

yang setiap konsultasi dijawab dengan

baik. Tentu terkait hal ini alasannya juga

macam-macam. Mungkin karena para

petugas sedang sibuk melayani banyak

pasien, karena keterbatasan tenaga,

atau laporan yang masuk juga banyak.

Atau bisa jadi karena yang lapor

keluhannya hanya ringan.

Terkait obat-obatan, Ketua Satgas

Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

DIY, dr Tri Wijaya, menjelaskan, saat ini

sudah disiapkan paket obat dengan me-

nyesuaikan tingkat keluhannya, yakni

ada paket A, B dan C. Namun apakah

praktiknya di lapangan pemberian obat

sesuai paket-paket tersebut? Menurut

laporan sejumlah warga yang sudah se-

lesai isoman, dari Puskesmas hanya

mendapatkan vitamin dan obat batuk

saja tiga hari setelah lapor. Untuk obat

lain, misalnya antibiotik.

Karena itu, warga yang pernah

mengetahui layanan yang tidak se-

mestinya, ketika positif Covid-19

mungkin juga terus berpikir untuk apa la-

por, karena ada yang lapor tapi tidak Ôdi-

apa-apakanÕ. Lantas saat isoman di

rumah ia ditangani sendiri oleh anggota

keluarganya. Berusaha sendiri untuk

sembuh dengan mengkonsumsi asup-

an-asupan yang bisa meningkatkan

imunitas. Bisa jadi juga tidak tahu mesti

karantina di mana, karena informasi

yang beredar shelter di mana-mana su-

dah penuh.

Tentu ini hanya gambaran kecil dari

realitas kenapa warga terpapar Covid-

19 lebih memilih isoman atau tidak lapor

Puskesmas. Namun kiranya perlu kajian

lebih lanjut dan tentu saja juga tindak

lanjut yang semestinya. Juga memang

perlu evaluasi. Pasti kita tidak berharap,

warga yang isoman menulari anggota

keluarganya yang sebelumnya negatif,

atau saat kondisinya memburuk tidak

ada penanganan yang semestinya se-

hingga menyebabkan kematian.

Kita yakin, para petugas di Pus-

kesmas sudah bekerja mati-matian,

siang-malam, untuk membantu masya-

rakat yang terpapar Covid-19, bahkan

sudah banyak yang menjadi korban.

Mereka juga manusia biasa yang mem-

punyai rasa lelah, capai, dan jenuh sete-

lah banyak kesibukan dalam waktu

lama. Di samping juga mempunyai kelu-

arga yang ingin hidup bahagia juga.

Namun demikian, standar kerja yang

harus dilakukan dalam melayani pasien

Covid-19 memang harus diterapkan.

Karena itu kalau memang terjadi keter-

batasan tenaga, maka salah satu so-

lusinya adalah dilakukan penambahan.

Meski untuk menambah juga tidak se-

mudah �membalikkan tangan�.  Tetapi

tetap harus diupayakan adanya pela-

yanan terbaik kepada semua pasien

Covid-19, baik yang kondisinya parah,

sedang, maupun OTG.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
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Hak Pemirsa Televisi Terabaikan
LEMBAGA penyiaran televisi seperti

yang diamanatkan Undang-Undang No

32 tahun 2002 tentang penyiaran mem-

punyai fungsi sebagai media informasi,

pendidikan, hiburan yang sehat sekali-

gus sebagai kontrol perekat sosial serta

fungsi ekonomi dan budaya.

Isi siaran yang diberikan wajib mem-

berikan perlindungan dan pember-

dayaan dan  mengandung informasi

yang sehat dan independen, pendidikan,

hiburan serta bermanfaat untuk pemben-

tukan intelektualitas, watak, moral, ke-

majuan, kekuatan bangsa serta mampu

menjaga persatuan dan kesatuan bang-

sa.

Tapi dalam pelaksanaannya lembaga

penyiaran acap kali mencari celah untuk

melanggar apa yang telah ditetapkan.

Salah satu yang paling sering terjadi

adalah adanya blocking time. Kebijakan

tersebut berimbas adanya acara yang

diputar secara berulang-ulang dalam

durasi lama. Padahal undang-undang

telah mengatur, bila isi siaran tersebut

dikategorikan iklan niaga, maka lembaga

penyiaran swasta hanya mempunyai slot

20 % dari seluruh waktu siar.

Saat ini lembaga penyiaran banyak

disoroti. Salah satu di antaranya karena

dinilai lebih mementingkan dan

mengedepankan aspek bisnis dari pada

tugas utamanya. Banyak tayangan yang

menjauhkan generasi muda dari nilai-ni-

lai budaya bangsa. Setiap hari publik dis-

uguhi sinetron infotainment yang hanya

mempertontonkan perilaku hedonis, ti-

dak ramah anak, bahkan acap kali me-

munculkan adegan-adegan kekerasan.  

Terkait realitas di atas, masyarakat

menaruh harapan besar kepada Komisi

Penyiaran Indonesia sebagai represen-

tasi masyarakat dalam mengawasi lem-

baga penyiaran, baik menyangkut kon-

ten maupun regulasi lainnya. Pada

dasarnya keragaman siaran merupakan

hak publik yang telah dijamin undang-

undang. Masyarakat berhak mendapat-

kan tayangan sehat yang terlepas dari

berbagai macam kepentingan kelompok

tertentu.

Sudah saatnya lembaga penyiaran

kembali ke fungsi asalnya menjadi lem-

baga independen yang tidak mement-

ingkan aspek bisnis semata. Bila itu tidak

dilakukan bukan tidak mungkin suatu

saat nanti lembaga penyiaran televisi

akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Kembalikan hak masyarakat untuk men-

dapatkan siaran yang sehat. ❑

*) Alfian Dj, Guru Madrasah

Muallimin Muhammadiyah Yogya.


